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Abstrak
 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan fasilitas transfer uang secara elektronik yang paling banyak

beredar di masyarakat hal ini dikarenakan penggunaannya yang lebih efisien, dimana nasabah tidak perlu

datang ke bank untuk menarik dana. Terhadap penggunaan fasilitas ATM memunculkan permasalahan

mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen nasabah pengguna Bank X ditinjau dari

ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan

Menggunakan Kartu (APMK) dan bagaimana perlindungan konsumen didalam Surat Edaran Bank

Indonesia No.14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan

Kartu (APMK) dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang

Perlindungan  Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung

dengan hasil wawancara dengan narasumber. Pengaturan perlindungan konsumen didalam Surat Edaran

Bank Indonesia No. 14/17/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan

Menggunakan Kartu (APMK) telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Materi yang

dimuat dalam perubahan Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup: prinsip perlindungan

nasabah, prinsip kehati-hatian, standar keamanan APMK, kerjasama antara penyelenggara APMK dengan

pihak lain, dan penyampaian laporan. Akan tetapi pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap nasabah

pengguna Bank X tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

......Automatted teller machine (ATM) is a facility to transfer money electronically and it is the most widely

circulated in the community, this is due to its efficiency, where the customer does not need to come to the

bank to withdraw money. Against the use of ATM facilities eliciting the problem of how to the

implementation of consumer protection customers users Bank X review of the terms of consumer protection

that is listed in the law on Consumers’ Protection and Bank Indonesia circular letter No. 14/17/DASP about

Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) and how consumer protection in the

circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about Organizing activities of the means of payment

using the card (APMK) compared with the provision in the Act No. 8 of 1999 on the protection of

consumers. The research method used is the juridical normative research, supported by interviews with the

speakers. Consumer protection arrangements in the circular letter of Bank Indonesia No. 14/17/DASP about
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Organizing activities of the means of payment using the card (APMK) were in accordance with the

consumer protection act. The material contained in the circular letter of Bank Indonesia changes include the

following: the principle of customer protection, the principle of prudence, APMK security standards,

cooperation between the organizers of the APMK with the other side, and the submission of the report.

However, the implementation of consumer protection against the client user Bank X does not match the

consumer protection provisions set forth in Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers.


